
BUPATI BANGI{A SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGI{A BELITUNG

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BANGI(A SELATAN

NoMoR { raHuN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGI(A SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap

pemangku kepentingan dalam segala aspek operasional

perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

b. bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah

Daerah, Perusahaan dan Masyarakat untuk mewujudkan

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam

,, penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan perlu disusun 'produk hukum dalam bentuk

Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf' b, dan huruf c, perlu rnenetapkan

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Mengingat

Lingkungan Perusahaan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,,,ilambahan

Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor a26B); fhzI
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a72fl;

4. Und"ang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a756);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tarnbahan'Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana.telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567q;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol2 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGI(A SELATAN

dan

BUPATI BANGI(A SELATAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
I

penyelenggara Pemerintahan Daerah. l.r
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3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkd Selatan.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat

TJSLP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan

untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan

nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha'dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

8. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang

perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan

sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSLP.

9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan

maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik

langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh

dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

T\rjuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP;

b. memberi arah kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam

menyiapkan diri memenuhi standar internasional;

c. mengnyinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan

berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan;

d. meminimalisasi dampak 'negatif dan mengoptimalkan dampak positif

keberadaan perusahaan; dan

e. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi

kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi

pengharg uun.l 
J o
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BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. kepentingan umum;

c. kebersamaan;

d. partisipatif dan aspiratif;

e. keterbukaan;

f. berkelanjutan;

g. berwawasan lingkungan;

h. kemandirian; dan

i. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal.4

(1) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

menggunakan prinsip :

a. kesadaran umum;

b. kepedulian;

c. keterpaduan;

d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;

e. sensitivitas;

f. keberpihakan;

g. kemitraan;

h. inisiasi;

i. mutualistis, dan non diskriminasi; dan

j. koordinatif.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

berpedoman pada:

a. manajemen yang sehat;

b. profesional;

c. transparan;

d. akuntabilitas;

e. kreatif dan inovatif;

f. terukur;

g. program perbaikan dan berkelanjutani dan

h. kebiiakan vans adil. I



(1)

(2)

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP adalah bantuan pendanaan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi

lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi

berkualitas berbasis keralryatan yang selaras dengan program Pemerintah

Daerah serta program lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan

Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan

yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas

kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

TJSLP

Pasal 6

(1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha di Daerah. wajib melaksanakan

TJSLP.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang

berstatus badan hukum (Perseroan), baik sebagai kantor pusat, cabang

dan/atau unit perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.

(3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta

maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang

menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal.7

Program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan meliputi:

a. bina lingkungan dan sosial;

b. kemitraan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan

c. program yang ditujukan langsung pada masyarakat.

Pasal 8

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi

lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada

masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :

a. bina lingkungan fisik;

b. bina lingkungan sosial; dan
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. Pasal 9

(1) Program kemitraan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b merupakan program untuk menumbuh kembangkan,

meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat. di wilayah

sasaran.

(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan:

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;

b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;

c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan

desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi

perusahaan;

f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan

g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasa1 1O

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf c dapat berupa:

a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang

membutuhkan dengan besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

b. penghargaan, clapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi

dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet

Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang

mempunyai kemampuan khusus;

c. beasiswa, diberikan kepada pelajar berprestasi dan kepada pdlajar yang tidak

mampu;

d. penyediaan pendanaan untuk program dan/atau kegiatan

pengembangan ekonomi ralqrat, pembangunan fasilitas umum atau

bantuan modal koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;

e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa

pada proses penanganan rnasalah sosial terhadap para korban bencana dan

para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan

f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan

santunan pekerja 
"o"ia. f,

I
I



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak :

a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang

bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;

b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari

perusahaan yang bersangkutan; dan

c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah

berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP. .

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan

Pasal 12

Dalam melaksanakan TJSLP, setiap perusahaan wajib:

a. men5rusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai

dengan prinsip TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah

dan peraturan perundang- undangan;

b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama

dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring

d.an evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan

kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian

fungsi lingkungan;

c. membuat kebijakan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

_ manajemen maupun program pengembangan perusahaan;

d. perusahaan menerima usulan dari masyarakat baik perorangan maupun

" 
'J:lT::l;ff* yans tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dikenai sanksi administratif.

BAB VI

TIM FASILIITASI

Pasal 13

(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi program

TJSLP.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memb4ntu Bupati
I

dalam memfasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP. 
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(3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
FORUM KOMUNITTASI TJSLP

Pasal 14

(1) Untuk memadukan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan program

TJSLP, beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Komunikasi TJSLP.

(2) Bupati memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah yang d.itetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian

program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum Komunikasi

TJSLP.

(3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Forum Komunikasi TJSLP men1rusun program TJSLP

dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui

SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal.16

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai

bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Komunikasi TJSLP.

(2) Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing

perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.'

BAB VIII
DUTA TJSLP

Pasal 17

(1) Dalam rangka mendukung peiaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati mengangkat

duta TJSLP.

(2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;

b. mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP;

c. mempromosikan program prioritas pembangunan kepada perusahaan untuk
I

dijadikan sasaran program TJSLP. L



(3) Penunjukan duta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAI(AT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program

TJSLP.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

dalam bentuk:

a. penyampaian usulan, .saran, masukan dalam proses penyusunan

program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan

b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan

program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 19

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus

menerus telah melaksanakan TJSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan

program yang telah ditetapkan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dapat berupa:

a. penghargaan tertulis (piagamlsertifikat);

b. pengumuman di media massa; atau

c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara

penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

pasai zo

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan . terhadap pelaksanaan

TJSLP.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagairriana dimaksud

pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas' r"
TJSLP. /h/

I
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(3) Tim Pembina dan Pengawas TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari

unsur:

a. masyarakat;

b. SKPD terkait; dan

c. akademisi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal l2.dikenakan

sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling

lambat 1 (sp.tu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan

Daerah ini. b
I
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Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Selatan.

Di tetapkan di Toboa[
pada tanggal Juni 2016
BUPATI BANGI(A SELATAN,

/'"*IAR 

NoE 
" l,

Diundangkan di Toboali' pada tanggal Juni 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN BANGI(A

{
SUWANDI

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2OL6

NoMoR I

NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BANGI(A SELATAN, PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUN G .b B / T,ru

SELATAN,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGI{A SELATAN "

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAUIAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait

dengan pelaksanaan pembangunan mernerlukan dukungan semua pihak dalam

bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder)

lainnya, seperti perusahaan. Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada

Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pememrhan tugas

pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus

dan mengatur pemerintahan sendiri, dimana Pemerintah Daerah menghadirkan

Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Persoalan utama pembangunan sering dimulai dari masalah pendanaan, baik yang

diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen

Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli

Daerah. Namun sebenarnya konstribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam

bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam

bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya

menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat

setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih

lanjut pelaksanaan TJSLP tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.



Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam

negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan

tindakan

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum .adalah asas

kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan

bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut

kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang

mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-

sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat.

Huruf d

Yafrg dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam

sua'tu program atao kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan

tindakan,' yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-
' cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan

datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan ad.alah asas dilaksanakan

secara transparan sehingga seluruh pemangku kepbntingan dapat

mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf f

Yang dimaksud d.engan asas berkeianjutan adalah asas dilaksanakan

dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di

masa yang akan datang.



Huruf g

Huruf h

Huruf i

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pada

kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui

peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi,

pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan,

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta . proteksi dan

restorasi lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas kemartdirian adalah asas yang dilakukan

dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya

pertumbuhan ekonomi daerah.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi daerah dan nasional adalah asas yang berupaya menjaga

keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi

daerah dan nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan'prinsip kesadaran umum adalah proses

penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari

masyarakat/individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya

yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar

lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap

menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu

sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah

serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu

berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan .adalah adanya

hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak

keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.



Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah

ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau

tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara

untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek

yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga

masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan

terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal

berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya

kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau

besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan

oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan

prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri
perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya

yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu

membentuk kemitraan (net ut orking ) y ang saling menguntungkan

dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa

perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua

dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan

tetap memperhatikan kepentingan nasional.



Hurufj

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifatkoordinasi, yaitu mengemukakar- 
"r_i ;"; ;;ketertarikan hubunsan antara ;";;"":":':]:' 

untuk mencapai

sekitarnya -^46qrr d-rrLara perusahaan dengan masyarakat
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mar_
manajemen vans baik jika .Jl::;, ,l,li", ;:i:j:::lmodal, aset, volume usaha atau dari. segi keuangan,

Huruf b 
produktivitas' pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yangmemerrukan kepandaian khusus untuk menjalankannyakompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mamilmu pengetahuan secara mendaram, ;;;r;;;fl;..: ;:bidang yang digelutinya serta harus seraru berpikir positifdengan menjunjung tinggi etika darHuruf c 
_ J ___o -r..66r .,L*ra oan rntegritas profesi.

yang dimaksud dengan transparan adarah p'insip. keterbukaanyang, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui danmendapatkan akses informasi selusosial. 
--.rvr'rcrur seluas tentang tanggung jawab

Huruf d
yang dimaksud dengan akuntab,itas adarah penanggungjawabpenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukanberdasarkan kedekatannnya dengan luas, besaran danjangkauan dampak yang ditimburkan oleh penyerenggaraansuatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untukmenciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkansesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan'terukur adalah dapat din,ai dari tujuandan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatifmaupun kuantitatif jika dibandingkan dengan tifik tolakkeadaan sebelumnya.

Huruf f



Huruf g

Yang dimaksud dengan.program perbaikan berkelanjutan adalah

program yang terus mqnerus mampu menyesuaikan diri
terhadap perkembangan ilmu pengetahu.an, teknologi dan seni

dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan

yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai

tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai

dengan karakter dan kebutuhannnya dan perumusannya yang

realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Yang dimaksud dengan "bantuan pendanaan" adalah sejumlah uang

yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi

terprogram untuk TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma

( chaitg ) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropfl.

Yang dimaksud dengan "kbmpensasi" dalam ketentuan ayat ini

bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum

lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan,

tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh

pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.



Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 1O

Cukup Jelas.

Pasal 1 1

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Forum Perusahaan Pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum

komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan

program TJSLP dengan atau tanpa melibatkan.pemangku kepentingan,

sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaiuasi penyelenggaraan

TJSLP.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakdn pelaksanaan

TJSLP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah

Daerah dengan kegiatan swasta.



Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.
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